DAFTAR PUSTAKA
Buku :

Abdul Kholig Azhari. Abdul Haris Suryo Negoro. 2019. Desentralisasi dan
Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Malang, Intrans

Publishing.

Bagir Manan.1994. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Undang —

Undang Dasar 1945. Jakarta.Pustaka Sinar Harapan.

Daud Silalahi. 2001. Hukum Lingkungan Dalam Sistem. Penegakan Hukum

Lingkungan Indonesia, Bandung. Alumni.

Hanif Nurcholis. 2005. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Jakarta, Grasindo.

Mahfud MD. 2000. Demokrasi Dan Konstitusi di Indonesia : Studi tentang
Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Jakarta. Rineka Cipta.

Miriam Budiardjo. 1986. Dasar-Dasar llmu Politik. Jakarta. PT Gramedia.
PeterMahmud, 2009, PenelitianHukum, Jakarta, KencanaPranadaMediaGroup

Philipus M. Hadjon, dkk. 2005. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta. Gajah
Mada Unerversity Press.

Ridwan HR.2008. Hukum Admisitrasi Negara. Jakarta. Grafindo Pers.

Sarundajang. 2001. Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara. Jakarta. Pusataka

Sinar Harapan.

Sirajuddin dll, 2016, Hukum Administasi Pemerintah Daerah, Malang, Setara

Press.

Soetomo. 2006. Strategi Pembangunan masyarakat, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.



Syaukani HR., Afan Gaffar dan Ryas Rasyid. 2008. Otonomi Daerah Dalam
Negara Kesatuan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar NRI 1945

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Jurnal Penelitian :

Agnes Fitryantica. 2020. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Melalui Konsep Omnibus Law. Jurnal Gema Keadilan 9, Edisi Ill.

Amin Rahmanurrasjid,S.H. 2008, Akuntabilitas dan Transparasi dalam
Pertanggungjawaban - Pemerintah ~ Daerah Untuk  Mewujudkan
Pemerintahan Yang Baik di Daerah. Tesis. -Kebumen. Universitas

Diponegoro Semarang.

Kertha Semaya, Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan
Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja. vol. 9 No. 2 Tahun 2021,

Muskamal, 2016, Jurnal Penelitian Analisis Kewenangan Atibusi, Delegasi,
Mandat dan Deksresi dalam Meningkatkan Pemerintahan yang
BaikBerdasarkan Undang-Undang. Nomor-30 tahun 2014 tentang
Administasi Pemerintahan Daerah, Makassar, Pusat Kajian dan

Pendidikan Aparatur Il Lembaga Administarsi Negara.

R. Agus Abikusna, 2019,Kewenangan Pemerintah daerah Dalam Perspektif
Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Jurnal
Fisip Vol. 13 No.1



Said, Abdul Rauf Alauddin. 2015. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat
dan Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945. Fiat

Justitia Jurnal llmu Hukum 9, No. 4.

Teguh Prasetyo dan Maharani Nurdin. 2021. Kewenangan Konkuren Pemerintah
Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Fakultas Hukum Universitas
Singaperbangsa Karawang. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 2

Internet :

https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/190300665/kenapa-pemerintah-
dan-dprngotot-mengesahkan-omnibus-law-uu-cipta-kerja?page=all,

https://kbbi.kemdikbud.qgo.id/entri/kewenangan.

https://nasional.tempo.co/read/1393656/uu-cipta-kerja-penataan-ruang-oleh-pusat-

tak-lagi-pemda/full &view=ok.



https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/190300665/kenapa-pemerintah-dan-dprngotot-mengesahkan-omnibus-law-uu-cipta-kerja?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/190300665/kenapa-pemerintah-dan-dprngotot-mengesahkan-omnibus-law-uu-cipta-kerja?page=all
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan
https://nasional.tempo.co/read/1393656/uu-cipta-kerja-penataan-ruang-oleh-pusat-tak-lagi-pemda/full&view=ok
https://nasional.tempo.co/read/1393656/uu-cipta-kerja-penataan-ruang-oleh-pusat-tak-lagi-pemda/full&view=ok

